
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 
P/Hum/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materil 
Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional dan ditindaklanjuti dengan Surat 
Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan 
Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor: SE-l/PK/2024 Nomor: 
900.1.15.1/16208/ Keuda, maka Peraturan Wali Kota Makassar 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 
Makassar Nomor 70 Tahun 2020 ten tang Pedoman Perjalanan Dinas 
Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, 
Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non Pegawai Negeri Sipil 
Lingkup Pemerintah Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan sehingga dipandang perlu untuk dicabut; 

b. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan 
Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, 
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri 

·Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non 
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar; 

WALI KOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2024 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 70 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, 
PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

TENT ANG 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 
NOMOR 59 TAHUN 2024 

WALI KOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

13. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7071); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6197); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Barga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8); 

23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2017 Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2022 Nomor 2); 

25. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1Tahun2018 tentang Tata 
Tertib (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 36) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Makassar 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota 
Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota 
Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 75); 
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Salinan sesu · dengan aslinya 
Kepala Ba · n Hukum 

Sekretariat Daer ota Makassar 

,, . r 

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMO  

IRW AN RUSFIADY AD NAN 

ttd 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 

MOH.RAMDHANPOMANTO 

ttd 

WALi KOTA MAKASSAR, 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1Tahun2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Wali Kota Makassar Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi 
Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non 
Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 1 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 70 
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI W ALI 
KOTA/W AKIL W ALI KOTA, PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD, 
SEKRETARIS DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 
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